
 

 

BUPATI KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR  6 TAHUN  2015 
 

T E N T A N G 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  

 
 

BUPATI KUDUS, 
 
 

Menimbang   : a. bahwa dengan belum tercakupnya beberapa tarif tindakan 
dan guna penyesuaian tarif dengan biaya pelayanan 
kesehatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Kudus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang 
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima 
Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta 
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3456); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2007 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 99); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
106); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Lembaga  Teknis  Daerah,  Satuan  Polisi Pamong Praja 
dan  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 179); 

 

MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2014 
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN KUDUS. 

 
Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 
Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 11) 
diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1  angka 3 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmono 
Hadi. 
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2. Ketentuan Pasal 35 ditambah ayat (7) yang berbunyi sebagai 
berikut : 

(7) Tarif tindakan persalinan melalui operasi caesar 
dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas 
perawatan asal pasien. 

3. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4. Lampiran XXI diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 
 

 Ditetapkan di Kudus 
 pada tanggal 20 Pebruari 2015 
 

BUPATI   KUDUS, 
 

 

 

M U S T H O F A  
 
 
 
 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
 
 
 
 NOOR YASIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN   2015   NOMOR   6 


